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KULTUR DEMOKRASI DALAM
AMPINAN BERDASARKAN .
.mw_m%m DAN UNDANG-UNDANG

‘ %i(}%@;’za_ : 8aiva Arinanio
; o Usaka pembentukan kebudavass bangss atan

Lebudayaan masional Indenesia hams mengaral -
-kepada- kemajuan adab, bideya dan peffatusn
zﬁe’mma i;dd&»{ mem}i‘zk unsurmmm mm a

dan meraemhamgkan serta’ memmﬂmggx éem;a_
‘kemanusiazn bangsa Indonesia dan selurnh ral tyat
~Indonesia-harus terdibat di dalammnya, Pembahasah'
" kultur atau hi.ﬁma demokeasi dalam kepemimpinan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undans Dasar
1945 harus berawal dari pasal 32.-UUD 1945 yang
kemudian dijabarkan Jebit ﬂamiﬁ& daiam GBHM,
Karenn poliok-pokok pikiran yang mewnjudkan
- f2rdia; 133945 yang
am, E;mf»a hukum dasar

_menguasai hukam das
teriglis maupnn tidal tertubis

Pendahuluan

ngkan tentang "kulinr” demokrasi dalam kepemimpinan
ila dan Undang-Undang Dasar 1945 berartj akan berha-
budayaan”, khususnyva permasalahan

Memperbing
berdasarkan Pa
depan dengan ; _
“kebudayaan Nasxonal” 1ndonesx :

Pasal 32 Undang- Undang Dasa 1945 bahkan telah membenkan amanat
kepada ‘pemerintah =untuk: mcma;ﬂ%&n xebudayaan n&bIOIh. zndonesxa
Penjelasan pasai tersebut antara lam menegaskan bahwa : '

ud aan bzzn%d Jaiah !\ebuda yaan yang timbul sebagai usaha
k vat Iﬂdoms;a seluruhnya. Kebudayaan Jama dan asli
bagai; puncak—puncafa kebudayaan di d&@[dh daerah
8 Juz’ub Iﬂd@u@s;a Ierhltumz sebagai kebudayaan bangsa. Usaha
kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budava dan
persatuan, dengan tidak meuoIaA bahzm ba}raﬂ baru dari kebu-

"}  Disampaikan dalam Seminar Nasional deagan w;:szis "Masalah Mewujudkan kehldupan Berkonstitusi
di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 19457, vemg diselengparakan dalom rangka Bulan Kajian
Keilmuan II, Lembaga Kajian ¥eilrnuan (LK2) SM- FHUI, di Audz(onum FH Ui Depok, 21 Maret 1950,

L. Penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, Dalam Kenstitusi Repubiik Indonesia Serikat 1949
tentang hat ini diatgr daiam pasal 38, sedangkan dalam Undang-Undapg Dagar Sementara 1950 diatur
dalam nacal AN
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2 dapa memperksmbangkan gtau memperkay o
erta mempertmggz dera Jat kemanu

siaanthangsa Indonesza

Cetefapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubizk Indmema Naf-_ _ '
H/MPR_/ 1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, bab T{ebudayaan :
but:r-a mene askan lebih las‘ut tentang hal m1_ sebagal berzi{ut 2

| Kebudayaan Nasional vang: berlaﬂdaskan :Paacasriaa.adalabaperm

wujndan crpra, rasa dan karsa ‘bangsa Indonesia dan merupakan

‘kan harka’t a’an‘marzabar sebaga; bangsa sérta d;arabkan punfule -
"membeme an wawasan dan-makna pada ‘pembangunannasional
“dalain segeﬂap bidang’ kehzdupan bangsa: Denganwdemikian-pem=

*baﬂgtman fmszonal merupdkan pambanguncm yang berbudayd

Apabda kaldah ka!ciah pasal 3" Undang Undang Dasar 1945 dl}fan}{m denﬂan '
amanat Garxs Gans Bes&r Haiuan Negara LersebLt, maka dapat ciuarﬂ».

§'.'4"'.'Dalam ppmbentukan kebudayaan bangsa aiah ncehudayaaﬁ ﬂasmnai'
"--3-Inc_0n631a melurnh rakyat Indonesiaharus terlibat dizdalamnya:.

2. 5Usata’ pem:}enmkkannya harus meﬂgarah kepada: kemajuan: ada‘o
S pudayadan’ persatuaﬂ dengan tidak ‘ménolak unsur-unsur ‘baru dari
“ikebudayaan’ asing; asatkantia dapat memperkayadan mervgemba»wkap

serta mempertln gl derajat kenmnusman bangsa, indouesza S

Una‘ya pembahasan teniang permasaiahan i E;uitur” atauh c‘iaye” 'demo;crass
dalam kepe“ns.mpman berdasarkan Pancasiiz dan U'ldanmUndang Dasar 1945
memang’ harus berawal dari pasal 32 ‘Undang=Undang Dasar 1945 tersebut,
yanz kemudian-dijabarkan-lebih lanjur dalam :Garis-Garig- Besar ‘Haluan
Negara: Karsna di dalam Undang-Undang Dasar1945 terdapat pokel-pokok
pikiran- yandméwujudkﬂn cita hukum. (Rechisides) vang menguasal hukum
dasar negara,’ Jbatk hukom-dasar yang- ieituhs (Undang Undapg Dasar}
mauptm ‘hukum dasar:yang tidak ‘tertulis..

“Dralamy kaitan inihars: d!pahami bahwa waiaupan ciri-ciri: Iff:mdupan
yangz demokratis telah ‘dikenal dan dipraktekan dalam kehidupan ketata-
pegaraansrakyat Indonesia yvang asli; namun faham demokrasi itu sendini
sehenarnya berkembang dari Barat. Berhvubung pasal 32 Undang-Undang
Didsar 1945 dan penjelasannya sudah menegaskan bahwa kita tidak akan
menolak wnsur-unsur baru dari kebudavaan asing vang dapat mengembang-
kaﬁ atau memperhfsy& kebuday&an semim mal(a peneﬁmc_aﬁ Jnsur-unsur

1. Maielis Permusyawaratan R(:ckva' Republzi’ Indonesia, Kﬁf‘“[dpr_!? Remtapan Majelis Permuczawarata;)
Dabrar Bamiislil Tedanecs Afarst 3082 finlarrns Qolratariat fondpral AAPRPRIRT 1O82RY. Iiaf 70
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: demokras1 yang beragal dan Barat tersebut secara konsutusmnal memang tidak:
_ "memmbulkan permasalahan Namun dalam praktek penyelenggaraan permne-.
rmtahan negara, khususnya dalam hal kepemxmpman berdasarkan Pancasila
“dan Undang—Unang Dasar 1945, diperlukan penelitian dan pembahasan lebih
o -Ianjut apakah penenmaan ”ku}tur tersebut menimbulkan permasalahan atau

_-'Konsepsn ‘Demokrasi- Pada ’Umumnya dan E&ms&pﬂ Asimya*-
"'Daﬁam Hukum Aﬂa! Endomsm '

: ;krasx konstztus;oml demokrasi parlementer demokrasi terpimpin, demokrasi -

 Pancasila,: ‘demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan
. sebagzun va.:Semua konsep ini-memakai istilah demokrasi, yang menurut asal

- katanva berarti “rakyat berkuasa” atan “government or rule by the people”..
Kata Yunani "demos” berarti "rakyat”, sedangkan ”kraios” atau "kratein”

- beram “keKuasaan” atau "berkuasd” .} :

»:Setelah Perang Dunia 11 kita melihat gejala bahwa secara formil demo—
kram mervpakan dasar yang dipergunakan sebagian besar-negara di dunia.
Prof. Sidney Hook, Mahaguru Filsafat New York University, menegaskan
bahwa’ kata: “demokrasi”’ memiliki berbagai makna. Karena itu untuk -
memahami berbagai konteks di mana istilah “demokrasi” dipergunakan, satu-

‘satunya cara untuk membandingkan penggunaan istilah demokrasi yang
semena-mena dengan demokras; vang seharusnya, ialah dengan mengobser-
vasi baga;mana pen;ialan mereka atas keberadaan atau kenadaan institusi
demokratis.*

Lebih ian}ut Prof. Slciney Hook menguraikan bahwa demokrazn adalah
suatu bentutk pemermtahan dimana keputusan-kepuiusan penting pemerin-
tah.-- atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan tersebut --
secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui
sccara bebas oleh mayoritas.masyarakat dewasa yang berada dalam posisi
yang diperintah. Hal ini membuai demokrasi secara esensial merupakan
konsep polmk bahkan apabila-ia digunakan --dan kadang-kadang disalah-
gunakan -- untuk menggolong-golongkan institusi non-politik.

_ Sebagai suatu proses politik, demokrasi nyata-nyata mempunyai kuali-
tas yang berbeda dan bertingkat. Hal itu bergantung pada jumlah dan kuali-
tas orang dewasa di negara itu vang berhak memilih, Karena fidak di satu
negara pun demokrasi ideal itu benar-benar terealisasi, dan karena selalu ada
ruang untuk melawan demokrasi itu sendiri, perbedaan antara non-demolkratis
dan demokratis kadang-kadang "hanya" digolongkan berdasarkan tingkat
3. Prof, Misiam Budiardjo, M.A., Dasar-Dasar Hmu Politik (Jakaria: PT Gramezliz, 1985), hat. 58,

4. Sidrey Hook,, "Democracy”, Encyclopedia of Britanica, hal. 684-691, diterjemahkan oleh Satva Ari-
nanto dan Fndrive Soeprastiyo dalam Denny !.A., Jonminofri, Rahardjo, eds., Menegakkan Demokrasi:
Pandangan Sgjumiah Tokoh dan Kaum Muda Mengenal Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Kelompok
Stuci Indonesia dan The Acin Banmdatine) 1000 bal A%

,.:Klta mengenal berbagal 1stliah demokram Ada yang dmamakan demo- -



--kecﬂ telah’ dIresapJ dengan nilai budaya yang hldup dalam masyarék&t

ny'a. sehmgga konseps: -konsepsi itu sejak lama berakar dalam alam p1k1ran". BT
_mereka Kebudayaan 3uga barpcran_scbagal _fal«:tor pene_:_ntu apakah suau. o

Apfibxla suaty noTma pac
telah melaiui akulturasi, maka dapat timbul masalah daiam penerimaan gnsur -
terscbut dalam kehidupan. masyarakat . yang. bersangkutan. & Begitu pula
«dengan faham demokrasi’ sebagaz suat unsut-budaya asing, masth terdapat
beberapa masalah dalam proses penerimaannya daiam aiam budaya Indonesia
dewasa ini,

Menurut Pof. Dr. R, Soepomo, chdaiarn hukum adar manusia sama sekali
bukan individu yang terasing, bebas dari. segala-ikatan dan semata-mata hanya
ingat keuntungan sendm melamgzan terutama ialah sebagai anggota masva-
rakas. Masyarakat bercilri dltengah téngah keh1dupan hukum. Individu
terutama dianggap sebagal anggeta masyarakat suatu makhluk yang hidup
untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena itu menurut tanggapan
hukum adat, kehidupan-individu 1&13' R@hadupan yang terutama diperuntuk-
kan buat mengabdi kepada masyamkal Tap1 pengabdlaﬂ k&pada masyarakat
ini oleh individu ridak’ dn'asakan sebagai beban 'vang diberikan kepadanya
oleh suatu kekuasaan yang berdiri diluar dirinya, -Pengabdian itu tidak ber-
sifat “pengorbanan”, yang harus c[rber;kan individu untuk kebaikan umum.
Di dalam kesadaran rakyat kewanban kewa;zban masyarakat semata-mata
adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebal iknyz, individu
sebagal anggota masyarakat mempunyai pula hak-hak. Tapi hak-hak ini di
dalam cara-cara berpikir orang Indonesia adalah hak-hak kemasyarakatan,
artinya hak-hak yang diberikan kepada individu berhubung dengan fugas-
nyadalam. masyarakat. Jadi, pergaulan:-hukum mengharap ‘dari individu,
bahwa ia.akan. meujala”zkan E\ekuasaan hukumnya sesual dengan tuJuan
SOS!&§ e JURE . . -

3! Ibld “hall 51, e L o ) o . ; _
6.‘ Pro. Dr Soerjuno Soukanto, S. H M._'A.; Sésio!ciﬁ: saé{n’; Pcngah'mr'_(iqkarlgs: fol] R'aja_wa__li, 1982),_

7. Prof. Dr, R! Soepomo, Hubungan: Individy dan’ Masvarakai dalam Hukum Adar (Jakarta: ?radnya'
_Paramxta 1978), hal. 10-1), : . . R

3. Untuk menelizi hal inl likatiah tulisan Soepomo "An Imegraiis{ic State”, Indonesﬁan Pob‘zica.' Thinkm;,_
1945-1963, eds. Herberth Feith and Lance Castles (Ithaca and London: Cornell Umversttv Press, 19703,
hal:190, vang antara lain dhumuskannya sebagal: "the inner spirit and spiritual structure of Indonesian
people is characterized by the ideal of the unity of life, the unity of kawulo gusii, that is, of zhe outer

anrd the innner werelrd oF 1lin oo i e spm e Bl e s v oans e oo B b o e a4 e w

ral nyaﬁerupakan suatu unss.zr budaya asxm, yanr* o
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' Tu'uan nasaonai ini }elas bukan merupakan suaiu a}«:hu meizunkan sesuatu.

o PENGEMBANGAN DEMOKRASI PANCASH.A
: SEBAGA? IDE{BLOG} FANCASELA

: -“Lima Milal Dasar Pancasila
1{dalam Pembukaan UUD 1545)

N\
¢ Tujuan Nasmnal _ _
(daiam Pernbukaan UUD 1945)

| Nilai-Nitai Tatanan Kehidupan
{Socxai engmeermg with law as a toqi)
' ' Fasal Pasal UUD 1945

; .Masyarakai Adil dan Makmur
. Berdasarkan Pancasila

Perpaduan antara ideologi Pancasila-dan demokrasi Pancasila menim-
bulkan gerak pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dalarii mekanisme ketata-
negaraan di Indonesia, perpaduan ini berulang setizp lima tahun dan mem-
bentuk suatu jadwal kegiatan ketatanegaraan atau kalender ketatanegaraan,
yang kita kenal pula dengan sebutan Mekanisme Kepemimpinan MNasional
Lima Tahunan. Di dalam Penjelasan Undand- Undang Dasar 1945, dinamika
ini disebut aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam prakiek
penyeienggaraan negara, meskxpun tidak dztuiis Hai ini disebut hukum dasar
tidak tertulis.

.Secara ringkas, gerak pelaksanaan demokr351 Pancasﬂa dapat kita rmc;
sebagai berikut -+ - -
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B Dz _dalam perdebatan_dx s&dang-szdang Badan Penyehdlk Usaha -Usaha :

Rarena itu "no duaizsm m statc—: and mdmduai im conﬂlut between the state
Gwang_iwﬁ” sehmgga Tthereds noneed to'guarantee the fundamentalrights
md g bemes (g;m&d auz:i rx:cmet;s resiue) af the mawidual agamst the s‘cafe-

kaztan era:’é@ngan Be;masaiahan akar atau a*zai muasai danpada ”E\ulzur F '
demekmm dalam x@gmmlmpmaa dz Indonesza : TR CE e T

?ﬁmgam@mgm E%Eaéim ﬁem@%«;ms; Bazam Iﬁeﬁmﬁmmmﬁa

Sebelum iqﬁa membahas pengembangan kultur demokrasi dalam kepem" '
mimpinazn berdasaﬁ(an anéasila dan Undang-Undang Dasar 1943, teriebiiy:
dahuiu puriu kKifa {injau kembali bahwa demokrasi merupakan’ sarana untuk’
me’icapzu Lugnan ya'ig M!stahsacxnya ialah 1deolug ixelompoiq manusia vang :
ber san—g,}rﬁ‘tan Bagi barigsa Indonssia; ideologl yang mgm direalisic dengan -
demokrasi Pancasila ialahi ideologi Pancasiia. Apakah yang merhpakan ide-
ide gasar yang diinginkan 02911 bdng,—;a mdonesm atau paneanga“‘! hidup'
Pancasﬂ iérsebut 2 ;
pab:%a Yita’ iez&g@k kemi Bai ner‘ianyaa”l mendasar yang diajukan oleh
Ot Qacijsman Wlﬁélﬂd*nngmt dalim Qmang BPUPKE maka; p&da ‘hakekat-
nya }awab‘ln atas pertanyaan tercebut adalah yanﬁ akan kita capai dengan
tatn chra Lehtdnpan 336 kelompok atau Tultur ciunokmm kn:a Hal i tiada
lain adalzh ma-zgaszia ya::g merupakan ide paling dasar yanfr a¥an kitz reali-
sir dan sslain meniadi ped@m&n %ehtdupan Berkeiompok I».:ta Bahkan tujuan
"zzdup berkulcmpo%’ kita " di ddlam organisasi negara mlah fercapainya
masyarakat adil dan makmur’ berdasarxan Pancasila, vang secara
I\msmusmnai dapat maa wmuskan sebagaa iu]uan nasmna‘ mehpl_m : '

'_ mehndupvz segenap bangsa dan se’urui} t* i
mema_;u}{an kesqahteraan umim, s
mencerdaskan kehidupan bangsa dan _
ikut melaksanakan ketertiban dunia jaﬂ“' herdasar kan k’emcrde:kaan, per-
dama]an abadi dan xceadﬂan soszai B o

?rcf I, Muhammad Yarmirn, Nas&dz Pemapan Uﬂdaﬂg—UndangDaSJ 1043 {jshdi Jakaﬂa t’raﬁallijd,
. 4959, hal. 43%-453; Moh. Kusnardi, SH. dan Haﬁnzgiy_[i):_ajum, SH., Pengantar Hukum Tats Negara
Indonesia {(Jakaria: Pusat Studi Hukum Tatg N;e_'ggxa Universitas Irdonesia, 1983), hal. 181,

10. - Prof. Padmo Wahjore, SH., " Demokrasi Pancasila-Menurat Undang-Undang Dasar. 1945” {Makalah

diszmpaikan pada Seminar Ketatanegaraan 30 Tahun Kembali ke UUD 1945 yang diadakan di Fakultas

p_ah darah Indonesia,

_@.wm»—-

g
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Gmak dema}cram Pancasxla melaim hukum dasar tidak tertuhs y“ng
ain ﬁ}?lalm Me msme Kepemlmpman Nassanai Lima Tahun&n '
Gerak demokrasa Pancasﬂa melalui kebijaksanaan kenegaraan yang d1~'
sc{bm halian negara vang ch{ctapkan Hma ;ahun sekai: dam dlsebut smtem_,
Garis:Garis Besar Haluan Megara, o

GeraL demokrasz Pancasﬂa secara, mrrastru}\tufal BN

Ke"nmu kzta Daaa pembahasan teniang mlm nifai; demokram Sebagaz—_-
ma_na: penulis kemukakan di. muka, nilai-nilai: (faham) demokrasi Iahir di,
Barat, dimana hal tersebut erat sekalt dengan tumbuhnya borjuasi dan indus-
trialisasi;-bahkan dengan fumbuhnya Protestanisme. Kita telalt mengetahui
bahwa pertumbuhan nilai-nilai demokrasi itu ‘bukanlah pertumabuhan yang. -
mudah dan lancar, melainkan benar-benar pertumbuhan yang dahsyat. Ia.
terjadi dan terbentuk dari pertempuran kekuatan-kekuatan, tawar-menawar
antara::nilai-nilai yang sermgkah bahkan - selalu  diikuti dengan_._-
peperangan-peperangan. ; : L
Demikianlah kita ingat bahwa proses 1tu terjadi sejah jauh sebelum
Reyolusi Perancis, zaman "Magna Charta” dan “Bill of Rights”, kemudian
pada wakiu revolusi Perancis itn sendiri dan seterusnya. Baru kira-kira pada
dua tiga abad ferakhir ind kulur politik demokrasi mulai meresap. Mulai di-
kembangkan di dalam wilayah dan keadaan yang agak mantap. Sehingga
paling . sedikit, periqc,mbangan perkembangan vang paling pokok dari
industrialisasi dan sistern-sistemn ‘yang mendukungnya fiu mempunyai suatn
bentuk vang nyaia
Maka jika kita ke'nbala pada Iceadaan seixaran , wajarlah kalau kita ingin
membangun suatu. keadaan vang baru itu, bila perly melalui Droses yang
panjang dan tidak sederhana. Karena pada hakekatnya, tidak ada satu
magyarakat pun -- dan deagan demikian juga kultur politik -- vang bisa
dibangun secara assembling. Yairu dimana bagian-bagian dan unsur-unsur
masyarakat itu bisa begitu saja kita copot, kita potong-potong, lalu kita rakit
dan pasang—pasangkan Kita harus menerima kenyataan, bahwa masyarakat
ity sendiri tumbuh dan berkembang. Masyarakat adalah suatu kontinuum,
dimana nilai-nilai sosial budaya itu bagaimanapun pada tahap-tahap tertentu
dari perkembangan masyarakat itu, telah melembaga. Telah disosialisasikan
dari generasi ke generasi. Mau tak mau, nilai-nilai fama jtu tetap bisa mem-
berikan pengaruhnya yang kuat. Dan hal ini bisa kita lihat pada pola tingkah
laku dan pengahayatan para pemimpin kita dewasa ini. Masih tercermin dalam
penghavatan kita semua, baik para pemimpin maupun rakyat biasa, tentang
kekuasaan, tentang konsep memerintah, tentang keadilan, dan sebagainya.
Pertanyaan vang patut kita gawab 1a!ah kalan dewasa ini kita memutus-
kan untuk menerima dan mengembangkan suatu pola budaya atau suatu

1i. Dr. Mohamimad Hatra, Ménujn Negara Hukum: Pidato Pada Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa
dari Universitas Indonesia (Jakarta: Yayasan 1dayu, 1980), hal. 14, dikutip oleh Prof. Dr, Ismail Suny,
SH., MCL dalam ”Menegakkan ?nnsnp Kons:amsx", ‘dalam Dermy JAL, Jonmmofn Rahardjo, eds.,
Op. Cir., hal. 85, v .



£, arig blsa kita pith untuk mengembang- -
peml*npman berdasarkan P&ﬂCaSiid G;m

sernua iy, .2 Dapun pllfiaaﬁ yazw akan .kita ambsl apai« ah deqj,an pi]lhan di
mana E«:em‘uan kekuatan sosial diberi tempat untuk berkembang guna
menyatakan pandangan-pandangannya sehingga ada cukup banyak venues;
ada cukup banyak lorong-lorong, untuk mempezianyc,kan nilai- nilai yang ada
itu, akan cu}\up tersedia. . :
_' Raka vang selalu tersisa dalam per anyasn. Itu talih sampai. sefﬁerapa jauh
‘;eaun%uhm& suaty pcranckaL pemermtahan ity memberikan kascmnuatar% _
Lepada icmbaga Iﬂmbaﬁa icalslaﬂf ] {z_lembaga lcrﬁbaga somai iam*;y:i ‘Untuk
tetap meﬂyampm%.an pertanyain- pertanyaan atag penaisuax -penafsudn fer-
%1&&&9 apa yang dlkerjaken oleh'eksekutif. Hanva dﬂngan demikian, penukis
}u a kemﬂnfrkman ntuk ﬂencxptakam suaLL kultur politik vang ain dnrlpada
g'sudah ada iru mempunym f:sempatdn umuk dzhembaﬂﬁk
Di penﬂhz_zjunrx mamiah ini patmlah kita renunﬂkan pendapat salah
%eora,nt‘f dart foundmg fathers kita -- Dr, Mohammad Hatta - yang kini telah
ma._, b‘*hwa mgara hukum’ berdasarkan demokrasi’ Pancaszi'% vang kita cifa-

ummr"' naﬁu’z menﬁdz tujuan Kita sek’amng bari berada dalam “Kekuasaan

miliisr vang Kita ingin’ mme@:akhan Pantasila dan Undang-Undang Dasar.
{9457 12 Dgfnokiasi Pancasiia barn dapat hidup, apabila negara Indonesia
sudah menjadi negara hukwn. Sejak mendirikan negara Republik Indonesia
- menurul Bung Hatia -- negara hukum mJah yang dicifa-citakan dan segera
diriniis” j&i&ﬂ ik’ mulaks&nakannya “Tetapi karena Z(uramr mcmaham?
Pfemasﬁa kﬁrc:w kesabaran pada pejuang kita dif masa itL oraﬂg Ia,pa mem-
bea‘ai an ciia-cita ‘dengan kenyataan, 197

‘ Demikian bandingan penulis atas topik: ”Kulmr Demokrasi dalam
ﬁepemrﬁmnan edaaarkan Pancamia d Uudang Undanc Dagar” I%”’_.





